
llealisasi Penanaman Modal Masih Stagnan

BANJARNEGARA - Realisasi penanaman modal dari para pelaku usaha di Baniamegara

tahun lalu mencapai Rp3l9 miliar lebih. Bila dibandingkan dengan tahun 2017. realisasi

penanaman modal meningkal namun tidak signitikan. Tercatat. realisasi penanaman modal tahun

2017 sebesar Rp 293 miliar lebih. Di tahun 2009 ini. penananran ntodal akan terus di geniot.

Kepala Dinas Tenaga Kerja. Perilinan dan Pelalanan Peri.jirran Terpadu. Abdul Suhendi.

mengatakan. tahun 2018. sector terbesar berasal dari pelaku usaha ntikro kecil dan menengah.

"Hal itu berbeda bila dibandingkan rcalisasi penanarnan nrodal tahun sebeluntnva.

Terbesar merupakan sektor listrik. gas dan air." uiar dia.

Tahun lalu. realisasi penananlan nrodal dari sector penananran modal dari sector Iistrik. gas

dan air mencapai hampir Rpl60 miliar. Karena saat itu ada pengajuan se.lumlah proyek

pembangkit tenaga listrik mikro hidro di sejunrlah titik.

Sedangkan jumlah proyek dari penananran nrodal yang nrasuk di sepaniang tahun 2018

sebanyak 301. Di tahun sebelun.rnya berjumlah 287.

Tenaga Kerja

Dari .iumlah sebanyak itu. terserap sebanyak 2018 orang lenaga ker.ia. Dengan demikian

dapat membantu pemerintah rlenekan.junrlah pengangguran di l)anjarnegara.

Abdul Suhendi mengatakan. pihaknya berupal,a nrenggaet inr,,estor untuk mau menanamkan

modalnya di Banjarnegara. Se.lumlah kemudahan.juga sudah diberikan kepada para perrgusaha.

Terutama dari sisi regulasi perijinan. Pihaknl-a menrberikan kenrudahan dan kecepatan

dalam proses pengurusan iiin usaha yang dibutuhkan sesuai dengan kewenangannl.a.

Adapun Bupati Budhi Sarwono. mengatakan. pihaknla benrpaya agar para investor mau

menananrkan modalnl a di Baniarnegara.

Salah satunya yakni dengan mempersiapkan sarana intiastruklur berupa jalan yang baik dan

mudah untuk dilalui oleh armada pengangkut atau opcrasional perusahaan.

"Karena masalah jalan dan transportasi tentu meniadi hal 1'ang sangal penting bagi para

pelaku usaha. Ini menjadi focus prioritas pembangunan di Baniarnegara saat ini.".ielas dia.
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2. Ayat 3 yang menyatakan hahrva Perusahairn l)enananran Modal ua.lib

kompetensi tenaga ker.ia sarga Ncgara Indonesia nrelalui pelatihan kerja
ketentLran peraturan pe rrr ndang- rrnda ngan.

Senlentara. nrengenai bidang usaha rang digunakan urrtuk penanantan modal diatur dalanr pasal

l2 tentang bidang usaha ayat I nren)'alakan bahua semua bidang usaha atau.jenis usaha terbuka
bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha lang dinlatakan tertutup dan terbuka
dengan persyaratan. Dalam penananlan ntodal menerapkan penanaman modal dalam usaha rnikro.
kecil dan menengah. Hal tersebut diielaskan Pasal lj:
l. Ayat I yang men)'atakan bahn'a pemerintah *a.jib nrcnetapkan bidang usaha yang dicadangkan

untuk usaha mikro. kecil. menengah. dan koperasi serta bidang usaha yang terbuka trntuk usaha

besar dengan syarat harus beker.ia sama dengan usaha rnikro. kecil. nrenengah. dan koperasi.
2. Ayat 2 yang menyatakan bahwa pemerintah melakukan penrbinaan clan pengembangan usaha

mikro. kecil. menengah. dan koperasi melalui progranr kenritraan. peningkatan daya sai19.
pemberian dorongan irrovasi dan perluasan pasar. scna pcrrrebaran inlirrnrasi rang seluas-
luasnya.

Peran pemerintah dalam penanaman rrodal tertuang dalarn Pasal 30 a1'al I yaitu. pemerintah

dan/atau pemerintahan daerah nreniamin kepastiarr dan keanranan berusaha bagi pelaksanaan

penanaman modal.

Pengaturan dalam Pasal I Undang-undarrg Nonror 20 Tahun 200g tentang Ljsaha Mikro.
Kecil. dan Menengah memuat mengenai pengertian lebih lanjut nrengenai usaha mikro. kecil dan

menengah yaitu :

t. Angka I menyatakan bahrva Usaha Mikro adalah usaha produktil milik orang perordqgan

dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria L.lsaha Mikro sebagaimana dliaturrlll
dalam Undang-Undang ini. I ! rl /

2. Angka 2 menyatakan bahwa Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif vang trer<tiri i${ili.
lang dilakukan olelt orang perorarlgan atatr hirtlan usaha rurrg hlkan nrerupulldn anJk

perusahaan atau bukan cabang perusahaan vang dimiliki. dikuasai. atau mcrrjudi hjgian baik
langsung n.raupun tidak Iangsung dari usaha menengah atau usaha besar rang nremenuhi kriteria
usaha kecil sebagaimana dinraksud dalam Undang-Undang ini.

3. Angka 3 menyatakan bahwa Usaha Menengah adalah usaha ekonorni produktif yang berdiri
sendiri. yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak

perusahaan atau cabang perusahaan 1'ang dimiliki. dikuasai. atau rnenjadi bagian baik Iangsung

maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha hesar dengan jumlah kekay,aarr bersil:
atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalant Undang-Undang ini.

Dalam penanaman modal hanya diperbolehkan bagi bidang usaha rerbuka. l)engecualian bagi

bidang usaha tertutup dan bidang usaha lang terbuka dengan persl aratan. Hal ini diarur dalaflr
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Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 201 4 tentang Daliar Bidang tjsaha 1'ang 
-l-ertutup 

darl Bidang
Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang l)enanannn Mtrdal lakni: r i

l. Pasal I ayat I vang ntenvatakan bahrva hidang usaha tertutr.rp rnerupakan hidang usdha tenelrtu
yang dilarang diusahakan sebagai hentuk kcgiatan pcrrananran motlal. I'l '

koperasi. bidang usaha yang dipersyaratkan dengarr lokasi tertentu. dan bidang usaha yang
dipersyaratkan dengan perizinan khusus.

3. Pasal 4 ayat I yang nrenyatakan bahna penananran nrodal pada hidang usaha yang lerbuka
dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan lokasi
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang tata ruang
dan lingkungan hidup.
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